BERITADAERAH
PROVINSIJAWATENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 106
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN
MEKANISME KERJAPELAYANAN TERPADU BAGI
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DIJAWATENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWATENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi
korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa
Tengah, pelaksanaannya perlu dilakukan secara
terpadu oleh instansi dan/atau lembaga terkait
berdasarkan standarisasi operasional prosedur;
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Mengingat :
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Dan
Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Korban
Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak di Jawa
Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention On The Elimination Of All Forms Oof
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182

Concerning The Prohibition and Immediate

Action for Elimination of The Worst Forms

of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk -
Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3941); '

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279); -

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

. Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);
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11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635),

13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak;

18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak (ESKA);

20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Traficking) Perempuan Dan Anak:

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa . Tengah Nomor 14);

22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun
- 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan
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Menetapkan

Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor
76);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
STANDAR OPERASIGNALPROSEDUR DAN
MEKANISME KERJA PELAYANAN
TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI JAWA
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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* Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pelayanan Terpadu bagi Korban K ekerasan Berbasis Gender
dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah
penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama-
sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi
kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum,
psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah
aman (shelter).

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat KPPA adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan
Anak Provinsi Jawa Tengah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari
dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat

10.

11.

12.

13.

14.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk
meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat
mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan berbasis gender setiap bentuk pembatasan,
pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang
dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk
mengurangi, menghapuskan pengakuan penikmatan penggunaan
hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada
kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan/
pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang
dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak
terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

Korban adalah orang atau anak yang mengalami kekerasan dan
atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur
hukum.

Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar
jahur hukum.

Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif
dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban
ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
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15.

16.

17.

)

@)
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penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.

Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam KPPA,
bagi korban  kekerasan, baik korban datang langsung atau
tidak datang langsung.

Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban
kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk
mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
Pelayanan pasca pemulihan pelayanan yang diberikan kepada
korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis,
berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi,
pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.

BABII
VISI DAN MISI

Pasa}l 2

Visi Pelayanan Terpadu adalah menyediakan layanan terpadu
dan komprehensif yang berpihak kepada korban kekerasan
berbasis gender dan anak.

Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelayanan Terpadu mempunyai misi :

‘a. memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan;

b. memberikan pelayanan rujukan; dan
c. memberikan pelayanan pasca pemulihan.

@)

)

@)

€)

BAB IIT
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Pelayanan Terpadu
adalah agar penyelenggaraan pelayanaan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan berorientasi
pada pemulihan korban.

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Terpadu adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara
sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BABIV
KELEMBAGAANPELAYANAN TERPADU

, Pasal 4

Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam
pelaksanaan pelayanan terpadu, KPPA Provinsi Jawa Tengah
mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan korban
kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Instansi/lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis
gender dan anak di Kabupaten/kota dapat melakukan rujukan
kasus-kasus kekerasan yang tidak dapat diselesaikan di
Kabupacen/Kota kepada Sekretariat Pelaksana KPPA Provinsi
Jawa Tengah

Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima
rujukan harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
penanganan kasus kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah
melalui Sekretaris KPPA. )
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(4 KPPA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan informasi
pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat,

secara periodik.
BABV
STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN
TERPADU
Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi korban
kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan penerimaan laporan, pelayanan rujukan,
pelayanan pasca pemulihan dan rujukan dari kabupaten/kota bagi
korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V
Peraturan Guberur ini.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah harus melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban kekerasan berbasis
gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan
sekali kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui

* Sekretaris KPPA Provinsi Jawa Tengah.

(2) Lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender
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dan anak di Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan
layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara
periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua
KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPPA Provinsi
Jawa Tengah. '

Pasal 8

(1) KPPA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota

meliputi:

a. pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
b. pelayanan rujukan; dan

c. pelayanan pasca pemulihan.

(2) Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada :

a.  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

b.  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
c.  Sumber danalain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Gubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua
KPPA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2008
GUBERNUR JAWATENGAH,
ttd
ALIMUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH,
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 106
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JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSI SANKS! TEMPAT
PENYELESAUN PRASARANA TUGAS PETUGAS
2 k] 4 5 [ ] 1 8 9 10 12
a. Pelayanen Pelaporsn Kasus & 1. Datang langsung 1. Korban datang ( sendird 1jam Rp. 0 [1. Data informasi 1. Ruangan yang 1. Pengetahuan : Sesuai dengan Sekpel KPPA
Poncatatan Pelaporan « dentitas korban wakil). kasus. aman & nyaman Peratwan & semua
Kekerasan . - kdontitas poleku 2. Wawanosra dengan check 2. Formullr deta Pecunds yang yang lembaga
- Kakerasan yg dialem! st {dengan parsehjuan 2. Sural Kelerangan kasus besiaku, KBGAKTA bariaku pengada
{kronologl) korban). Korban 3. Buku Induk korban {psleyanan
~ Kebutuhan korban 3. Idantifikasi keaus 4. Form polagoran 2. Sikap : empa¥, untuk
4. identiikast kebiuhan korban 3. Surat Rujukan $. Form rujukan lidak menysiehken porempuan &
5. privacy korban 6. Flie cablnevaiman korban, flekebel, anak korhan
6. Borl informasi hak-hak korban ) 7. Computer, ramah, responsi. kekeragan
7. Mombuat surat rujuksn mesin ik
8. Kunjuigan pada korban 8 Alat kiks kankor 3. Keramplan:
Pendamping,
konseling
2. Tidek datang langaung 1. Pelaporan kasus - |Rp.0 |1. Data informasi 1. Sarana Transportasl 1. Pengetshuan : Sesusi dengan [ Tempat
- ideniitas kotban 2. Konfimasi pelapor kasus 2. Formulie data kasus Poratursn peraturan dimana
« idenitas pelaku 3. Penjangkausnpsnjempuian 2. 3. Form yang - |korban
- Kekerasan yg dialemi korban koban 4. Form Rujuken beraku, KBGSKTA berlaku. berada
{kronologl) 4. Wawencara dengan check
- Kebulihan kocban list (dengan perseiujuen 3. Surat rujukan 2. Skap : empali, kdak
korban) menyaishkan
S. Kdenifkasi kasus Sekshel, ramah,
8. (dentsikasl kebutuhan korban respons
7. Pedindungan privacy korban
8. Beri informasi hak-hak korben 3. Kelrmmplen :
9. Membuat surat rujukan pendamping,
10. Kunjungan pada korban konssling
11. Koordinasi dengen anggota
KPPA dan atau jeringan
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NOJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA QuUTPUT SARANA KOMPETENSH SANKSI TEMPAT
PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 [ 9 10 12
|5 pemantauan proses 9 shelter 3 Ketrampian :
6 Pelaporan hasil proses 10 Buku rujukan pendamping,
1t Form nijukan konseling
12 Buku laporan hasi
b Pelayanan Rujukan
1 Pelayanan media 1. Surat rujukan PPT 1. Korban datanng mendaftar Rawatjalan=2jam  [Rp,0 |1.kotban 1. Ruang tunggu 1. memilki keahlian di sesual dengan 1. RSUD
Kab/ota, kepokisian, LSM difoket mendapatkan 2. Ruang pertksa bideng keseatan [perturan perundangan Tuguwejo
atau faskitna kesshatan 3. Ruang bermain |yeng beriaku
lain 2. Korban masuk ke ruang Rawatinap = 4, Bed periksa 2. sensitf gender dan 2. RSUD
pemeriksaan sesual kebutuhan/ 5. Permainan anak anak Margona
2. Korban datang langsung sampal kothan 6. Stetoskol Soskarjo
- dateng sendir 3. Melakukan anamnesa dan ssmbuh / bisa 7. Tensi 3. memiliki smpati
pemeriksaan oleh dokter uniuk  |pulang 8. Termomster 3. RSUD
- didampingi masy atay mensmukan bukti-bukt 9. Bedgin 4, saber Mogward
pendamping korban lain kekerasan bak fisk maupun 10. Emergency kit
seksual yang dituangkan delam 41. Obat-obatan yang 5. Ramah 4. RSID
3. informed consent bentuk rekam medis (isrmasuk diperiukan termasuk Amino
(persetujuan tndak dan pemeriksaan dalam kasus obat penosgah 8. mampu menjeln Gondo
pemerikgaan medis pemerkosaan) kehamitan untuk hubungan wlomo
lanjutan} 4. Bl diperiukan dilakukan kasus perkosaan Interpersonal
pemariksann penunjang 12. minorest
5. Penegaken diagnosa 13, lamp 7. mampu bekerjasama
6. Penentsan rawat inap atau 14, Form status.
rawat jelan, 15. Form informed 8. beraedia menjadi
7. Pemberian terepi dan consant saksi ahll
rsheblitasi medis 16. Laboratorium
8. Pelmyanan selesal & catatan 17. Radiologl
medis didokumentasien 18. Ambulence
tersendici dan pasien umum 19. Rawat inap
20. Alat komunikast
21. Kamar operas
22.1IcU
2. Pelayanan Medico Legal 1 Surat psrmintaan visum 1. Setelah surat permintaan visum 1 minggu Rp.0 [VER 21 Rekam medis
deri penyidik datang, dokter pemariksa
membuat visum et repertum 22 Kit Perkosaan
dan atau visum et repertum
psichiatrioum, 23 Blanka Visum
2. menerbitkan visum et repertum
dan atau visum ot
3. mendokumentasikan visum
et repartum dan atau visum
et repertum psichiatricum
4. Pengkimanipengambftan hasi
visum el repertum dan atau
visum ot psichiatrioum
3. Medis Paikiatrik i RSJ 1. Datang langsung 1. Kotban datang sendiriwkl 1jam Rp.0 (1. Data dan 1. Ruang amen &nyamsn  {1. memiii keahian di Sesusi dengan RSJD
- Identitas korban Informasi kasus bidang kesehatan peraturan yang ™)
- Identitas petaku 2. Wawancare dengan cheok kotban 2. Formui data kesus oo beraky
- Kronologi kekerasan yg st {dengan persetujuan 2. Sensitif gender den
distami korban) 2. Surat keterangan 3. Buku induk korban anak
korban 3. Memilki ]
TU BIAYA OUTPUT SARANA KOMPETENSH SANKSI TEMPAT
N JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN PEN‘IEAKLE Y PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 12
- Kebutuhan korban 3 Surat rujuken 4. Form pslaporan 4. Sabar
5. Form rujukan 5. Ramah
6. Fila cablnetalmari 5. Mampi menjalin
7 Komputer,mesin tik hubungan interpersonal
8. Alat tulis kantor 7, mampu bekerja sama
8. Mau menjadi saksi
2. Ry an 3. Melakukan anamness dan 30 menit 1. Surat sujukan darl 1. Ruangan Memilikkeatian di bidang |Seusal dengan RSJD
“z‘ukf:’::::u ded pemetiksaan oleh dokisr KPPA dan 2. Hotline keashatan jiwa peraturan yang
PPT, PPT Kab/kota, LSM paikiatrik, dbantu doklsr Pelaporan hasil 3 Teleponvtax ) ibertaku
Kepolisian atau umum dan perawat jaga nujukan ; ;:";I‘Kwu( Sensitif gender dan anak
i X o
faslitas kesehatan lain 5 ATK Momiki ampat
Koiban . 7. Amaritfle cabinet
z N Dmmﬁ':':um'“"l : 8. Kendaraan operasiona |Sebar
. 9. Shelter
m’"m‘:h 10. Buku rujukan Ramah
11. Form rujukan
3. Form daln kasus 12. Buku laporan hasd Mampu menjalin hubungan
interpersonal
4. Informed consent
{Pemerikasan indakan [Mampu bekerja sama
:’;{::;'mm meds Mau menjadi saksl
3. Pelayanan medis 1. Bila ditermukan indikasl rawat Rawetjelan=2jam  [Rp,0 |1. Korban 1 Ruang tunggu Memilii keahlian di bidang [RSJD
Inap maka dilekukan mendapatkan 2. Ruang periksa |kesehatan jwa
observasi diruangan Rawat inap = sasual pelayanan medis 3. Ruang bermain
kebutuhan/sampal 4. Bed perikea Sensiti gender dan anak
2. Porawat asuban korban sembuby/ b 5. Permainan anak
eperawatan, meleporkan puiang 6. Statoskop Membiki smpat
kondisi pasien kepada dokter 7. Tenai meter
8, Termometar Sabor
3. Bila kondis) mental sudah 9. Bedgyn
tenang, diakukan rehahiliasi 10. Emergency kit Ramah
pelkososiel cleh social worker 11. Obat-obatan
emergency termasuk | Mampu menjaiin hubungan
4. Bila dipedukan perawatan, obat pencegah intorpersonal
social worker bisa melakukan kehamitan untuk
kunjungan rumah kasus perk Jamp mat
12. Minorsst imenjadi saksi
5. Ble kotban betum siap kembal 13 Lamp
. ke rumah, tim dapat meminta 14, Form statis
bankian L.SM jejaring KPPA 15. Form Informad consent
melakuksn pendampingan 18 Laboratorium
di shelter 17. Radiologl
18. Ambulence
19. Rawat inap
120. Mot komunkasl
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NO) JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAVA OUT PUT SARANA KOMPETENS! SANKSI TEMPAT
2 3 - PENYEIBESMAN - - PRAS:RANA TUGAS PETUGAS
]
6 Apabita koman sudsh siap 10 12
kembak ke rumah, maka
didapatkan rawat jalen
7. Bia ddak ditemukan indikes!
rawat ihap, pasion dapal
berobat jalan dengen tetap
dilakukan konseling,
pendampingan psikologle,
psikososial oleh SW
1 Modioo legel RS 1. Surat permintaan visum 1. Patugas RSJO menerima
dedi penyldik Korban vieum et repertum
mengagandakan dan meneiti
kelengkepan persyaratan
permintzan
2. Seorartg yang diminta visum
datang dan diantarkan posi
dan disermhken kepada
petugas RSJD
3. Visum atay keterangan deri
ahil jwa depat dibuat
fangsung oleh pakiater
4. Apabila dipandang perfu, maka
dimintakan rawat inap untsk
observasi .
5. Visum dbuat oleh peikiater
aga atau psikiater konsultan
6. Selama dalam observasi,
orang tarsebut idek dierikan
obat-obat psiiatri, bila diketahui
sakit fisk ditakukan
pangobatan peysmbuhan
sakinya
7. Selama dalam observasi,
orang/pasien harus ditunggu
dan dijaga oleh petugas
peminta visum selama 24 jam
satiap harinya.
8. Apabila syarat-syarat di atas
tidak dipenub, pstugas RSJD
barhak menolak psrmintaan
visum. Proses dapat
ditanjutkan kemba apabiia
syarat-syarat torpenut
SANKSH TEMPAT
OSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSI
NO| JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PR PENTLESAAN iy " YUGAS PETUGAS
] 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 12
9. Blla observasi dianggap oukup
korban depat dikembalikan
kopada paminta visum
10. Pengiimanipenyerahan hask
visum diakukan setelah
dlagendakan
1. LBHNGO linnya yg konsen 1. Korben datang lengsung 1. Menglel date korban yg inya (30 menit Rp.0 |1 Data korban & 1. Formulr data korban 1 Munyu‘ keahlian
‘wachadap kekerasan hebasis memuat identitas korban, kasus 2. Rusng pelayanan dbidang imu hukum
gender & anak 2. Surat rujukan kronologi kasuz & permintaan 2. Korban hukum {yg rameh anak) 2. berperspektif gander &
uniuk mendapatkan bantuan mendapatkan 3. Komputer & _pln\u anak )
hukum info hukum 4. Transp 3.
penanganan kasus hukum intemational dan
2, Lawyeripendamping korban 2 jam national yg terkeit dg
memberikan legel opini parindungan anak &
perempuan (hak asasi
3. Bedasarken kesepakatan - Korban manusia), misainya :
dengan korban lewyer/ {mendapatan
1 ~Uu 3897 rg
pendamping korban melakukan pelaysnan hukum &
sanksi bagi pelaku Pengadian anak
- UL 23/2002 tg
2. LITIGAS! sampal Kesepakatan Perindungen anak
- Membual surat kuasa mandapal pulisan - UU 16/2006 tig
- Mendempingl korban df Perlindungan Sakel dan
kepolisian, kejaksann korban
dan pengaditan - UU 2372004 tig
b. NON LITIGASt [sampak tercapat Pengheapusan kekerasan
- Membuat Surat kuasa kesepakatan dalam rumah Wngga
- Membuat suret kepada - UU 2172007 tg
instansipelaku dalam Tindak pidana
rangka mediasi P orang
©. Memfasiitasi pertamuan ~UU 71984 tig
antara korban & pelaku m:n CEDAW
dalem mediasi -
rdka Pengesahan konvensl
menontang penyksaan
dan periekuan dan
penghukuman lain yg
keshiian
2. Kepolisian 1. Kotban datang iangsung 1. P L 1 1. Ruang peiayanan Anggota POLRI 1.
atau dianter n Iaporan u-t;ukl yang cukup khusus yang [barparapakifl gender & dibidang #mu hukum perundangan -
ramah torhadap anak jundangan yang
2. Surst Rujukan 2. Penykdik membuat surat huké anak 2. berperspektf gender &  ibariaku
—— mm“':-l 2. tor & pintar o
sangknan pasal berlap . Komput
kepada pelaku 3. menguassi insirument
3. Transportasi hukum intamational
n. panykiik RPK melakukan pensnganan dan nasional yg lu::ll
dan idikan erkam dangan perindung
pecyaldlan dan pace g sanak & porempuan
{hak ssns! manusia)
. misshnya
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PENYELESAIAN PRASARANA EMPAT
1 2 3 ] 5 s 7 A TUGAS PETUGAS
b. Penyidik RPK melekukan nijuken -UUJIWW:; = 12
rujuken medie, sheler,LBH, Pangadisn snak
LSM, Pengadian menerbitan -UU 23002t
"Surat Parintah Perindungan P ‘Anak
Sementare’ - UL 1672006 tg
0. Berkoordinasi dengan TiM ::m‘“"""“ Saksi dan
medis, Pandamping Hukum & -UU 2372004 1o
Kejeksaan yang berkaitan
dengan penanganan perkars Ponghapusan keksrasan
' Wi
d. Menyerahkan berkas perkara
dan torsangka ke kejaksaan Pomberantasan Tindek
P21).
4) Koordinasi dengan 1. Rujukan dari Kab/ota PPT Keb/kota mengiimkan Samped ada putusan X
Pengadilan Tinggi dieartai dergan data surat rujuken diwhlw pexm * A :::k:rulmm Fusng sdera mﬂlkﬁn m' o *
informasi kasue 2. Safinan putusen der P
2. Safinan putusen dar Pengadiian Tingkat | (PN dan m'k'uw v
pengadian tingkat{ (PN/PA} PA}
3. Roles Pemyetaan Banding b, Relas Pemyataan Banding
4. Surat kuasa dari korban ©. Surat kuasa derl korban atau
kiien kepada KPPA untuk
mendampingi prosee banding
2. KPPA membuat surat kepada
Pengadilan Tinggi bahwa kesus
banding dajem pengawalan
KPPA
3. KPPA memintn audiens!
kepada PT
4. Pubikasi kepada publik supaya
kasus tersebut diketahul publik
sebagal pressing kepada
hekim PT
4 Pemulangan korban 1. Ada pelaporan kasus 1. Pelapor datang Sampal korban Rp.0 |1. Berita acara 1. Alat komunkasi kem 1. Sesuai dengan Tempat
a tafficking ke daerah asat pemulangan 2. Alet transportasi peraturan korban di
2. Ada surst rujukan 2. Proses administrasi 3. Sheter perundang. jomput den
2. Korban kembak 4. Form peiapora
3 Membuat surat keterangan ke 5. Form :'k"u' m e (foulangkan
peteporan 6. Form berita acar
4. Surat rujuken
5. Bahan acars serah terma
(80
NO{ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSI SANKSH TEMPAT
. PENYELESAIAN PRASARANA TJUGAS PETUGAS
2 3 4 5 8 ? 8 9 10 12
8. Mangkoordinasikan
pemulangan.
7. Jika diperiukan korhan dapat
tinggal di shelter menunggu
pemulangan.
8. Berita acara serah terima
pomilangan.
b Non Traffcking 1. Surat kelsrangan 1. Adanya acara serah tarima 1 hart Rp.0 |1. Barita acara 1. Alat transportast 1. Sikap netral Sesual dengan Sekretariat
selosainya knsus untuk mengkondiskan sarah \erima peraturen perundang-  [shelter
pemulangan korban kosban kepada 2. Camora 2. Tidek menyalahkan undangsn yang
keluarga dan menghakimi. berleku
2. Surat rujukan disertnl date 2. Korban diantar patugas 3. File korban
perkombangan kasus " 2. Korban kembali 3. empatl
kepada keluarga.
3. Swat pemuiusan kontrak 3. Penandatanganan akhir dan dapat men- 4 menerima apa adanya
alas permintann sendiri pelayanan Jalankan fungsi
soslalnyn. 5. Sensitif genderfanak
8. mampu melaksanekan
\ugas secera
profesional
§. Shetier 1. Surat rujukan 1. Kochan datang ke shelter maksimal t tahun Rp.0 {Lapocan perkem- [Panyediaan perangkat 1. Sikap netral Sesuai dengan Shelter
dianitar pendamplng [bangan korban keras ;
1. Perangkat primer . 2. Tidak menyalahkan undangan yeng
2. Data informasi awal korbsn 2. Regleiras - Sekretariat (Front) dan menghakimi bariaku
- Ruang konseling
3. Betita acara sorah forima 3. Asesement korban - Ruang rawal inap 3. Empat
korban (ideniiikasi) - Ruang keja
- Hotline service 4. menerima apa adanya
. 4. Refeksi dan Kierifkas! - Pamenuhan kebut
dasay korban (makan, {5 Sensitif gendecfanak
5. Jika diperhukan diakuken minum, kebershan did,
Inlervens] lanjutan pakaian, di) 6. mampu melaksanakan
2. Parangkat Sekunder : tugas secara
- Ruang isolasi profesional
- Ruang Makan
- Ruang Polikiinik
- Tempat Rekreasi Anak
+Ruang temu bahas
{cc}
3. Poralatan Asessment
- Aat asessment
- File korban
-Kamera
- Kompuler
- Paket Bankian
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NOJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENS! SANKSI TEMPAT
PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 K] § ] 7 8 9 10 12
7 Pelayanan pendsmpingan 1. Surat Rujukan dari kab/ota 1. Korban kekerasan datang 2 minggu Rp.0 {1, Visum et 1. Ruang unggubaca 1. Sikap netral Sesuai dengan KPPA den
Psikasosial selalah pemesikenan medis pstkolog [peraturan perundang-  {tempat
2 Surat dari lembaga / 2.R k 2 Tidak meny dan yang leyanan
organisasi 2. Assement 2. Korban lebih menghakimi berlaku leinnya
pescaya dif dan 3. Ruang konsultasi
3. Rekomendasi dari dokter / 3. Case Report siap menghadapi 3. Empati
pemariksa korban kehidupan 4. Alat tos peikologh
kekerasan 4. Rencana treatment selanjutnya 4. Menarima epa adanya
5. File
5. Terapi 5. Sensitif gender/anak
6. Komputer
6. Rekomendasi 6. Mampu melaksanaken
tugas secara
professional
8. Patayanan Pendempingan 1. Surat nujukan dari kab/ota 1. Korban kekerasan datang 2 minggu Rp.0 |1. Korban lebih 1. Sikap neiral Sesual dengan KPPA dan
rohaniwan dengen membawa rujukan percaya dii dan peraturan perundeng-  [lempat
2 Surat dari lembaga / siap menghadapi 2. Tidak manyalahkan dan |undangan yang layanan
penyelengg 2. kehidupan menghakimi beraku leinnya.
fayanan selanjutnya
2. Korban lebih kuat
keimanannya
kepada Tuhan YME
dan tidak barpikican
. untuk berbuat
3. Rencana pendampingan buruk untuk dirinya 3. Empall
4. Pendampingan rohani 4. Menerima apa adanya
5. Sensiif genderianak
€. Mampu melaksanakan
tugas secara
profesional
1. Refnteprasi Sosial 1. Surat keterangan bahwa 1. Mengisi form administrasi 1 bulan Rp.0 (1. Suratrekomendast |4 Mobil 1. Barperspekiif gender Sesual dengan KPPA dan
kotban sudah sehat baik reintegrasi dan anak peraturan psrundang-  {Lembaga
dari dokter maupun psikolog 2. Surat rujukan 2. Sepeda motor undangan yang ipenyedia
2. Menyiepkan keluarga korban 2. Empat berlaku polayanen
2. Surat rujukan dari leyanan dan lingkungan (iokoh, agama, 3. Berita acara serah 3. Computer / laptop oinnya.
terpadu (LSM, Peksos, RS tokoh masyerakat dan pejabat terima 3. Manguasai masalah .
& Kepolisian). dess). 4. Shelter
4. Surat pemyataan 4. Jujur dan sabar
3. Surat pemberit ke 3 fenags dari keluarga 5. Meja, kurs, lemeri
Pemda asal korban pendamping. korban 5. Komunikatif
8. ATK
4. Surat pemyataan peneri- 4. Mengantar kotban pulang 5. Kembail ke 6. Mampu heketja dalam
maan derl keluarga korban masyarakat/ 7. Kemera tm
5. Penysrahsn dengan berita ketuarga
acara 7. Berdedikasi terhadap
pekerjaan
8. Mematuhi kods efik &
NOJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAVANAN WAKTU BIAYA ouT PUT SARANA KOMPETENS! SANKS! TEMPAT
PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 4 $ $ 1 8 9 10 12
mementuhi kelankian
perundang-undangan
duen peraturen yang
bertaku lainnys.
2 Pemberdaysan Ekonomi 1. Borsadia mengiku pelathan |1, Nead asassmant {ideniiikasl 1 Tahun Rp.0 1. Dafar Usulan 1. Tompat ussha 1. Berspakiif gender dan | Sesual dengan 1 Dinkesos
. kebutuhan korban) kebuluhan anak {peraturan parundang-

2. Surat pemyetean 2. Alat Usaha Jundangan yang 2 Disnaker-
kesanggupan menglkul 2, Daftar usulan kebuluhan 2. Bantuan Model 2. Empat berlaku trana
pelathan. {usaha uniuk panguaten 3. Modal ussha

ekonom) 3. Bejalannys usshe . 3. Menguasai masalah 3 Dinas
Perindus-
3. Pelathan kewirausshaan 4. Jujur dan sabar trian
4. Pelathan ieknis sesual 5. Komunikatf 4. Yankop
kebuluhan usaha dan UKM
6. Mampu bekerja datam
5. Bantan model (Ussha m 5. Sekotah/
skonomi produkif) Dinsa/
. 7. Berdodikasi tarhadap Depag
6. Memulal usaha pekerjaan
7. Pendampingan berkelanjulen 8. Memaihi kode eik &
memanuti kelentuan
perundang-undangan
dan peraluran yang
. berlaku lainnya
. Formel
~Reguler 1. Usia Sakoleh 1 Mengajuken permohonan 1 bulen IRp. 0 1. Borspakiif gender dan Sekolah/
ansk Diknas/
2. Siews /poserta ik 2. Koordinasi dengen Dikrine dan Dopeg
Depag 2. Empatt
3. Korban berminel sekoleh
kombalt 3. Mombuat surat rujukan 3. Menguasal masaiah
Inyanan \epady.
4. Surat rujukan 5. Komunikai
4. Kemball ke sekolah

6. Mampu bakerja dalam
TI™

7. Momaehi kode etk &
momenuhi kelentuan
perundeng-undangan
dan peratun yang
bedaku inonys.
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b Non formal

- Program kesetarnan

3
1. Usia 15-44 tahun

2. Melengkspi persyaratan
adminisirasi

1. Ybs fidak berminat uniuk
melanjutkan sekolah regular

2. Berminat mengiku
pendidiken kesetarsan

3 Reportfazah terakhic

4. Mslengkapi persyaratan
administrasi lainnya

4
1. Mengajukan parmohonen

1. Mengajskan permohonan
2. Sural rujukan dari pelayanan
forpaduy

3. Koordinasi dengan Diknas
dan Depag

1 bulan

7
1. Menjedi peserta

program keak-
sarasn fungsional

2. Mendapat surat

kelsrangan Melek
Aksara (SUKMA)

1. Menjadi peserta

program kesetarasn

2. Mendapat masalsh

]
1. BerspekWl gender dan
anak
2. Empatl
3. Menguasal masaieh
4. Jujur den sabar
5. Komunikad!
6. Mampu bekerje dalam
m
7. Bardedikasi kerhadap
pokerjesn
8. Mematuhi kode stk &
memenubi ketontuan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku lainnya.

1. Berspektf gender dan
anak

2. Empat

3. Menguasal masalsh
4. Juur dan sabar

5. Komunikatif

6. Mampu bekerje dalam
m

7. Berdedias lerhadap
pokerjaan

8. Mematuhi kode otk &
memenuhi ketenkuan
porundang-undangan
dan peraturan yang

beriaku lainnya.
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 Life skiVpendidkan
ketrampilan

1. Berminat
2. Usia Produkéf

3. Melengkapi pereyaratan
administrati!

4
1. Mnnga]uk,n permohonan

2. Koordinasi dengen DISNAKER-
TRANS (BLK-BLK), DIKNAS
(PLS), DEPAG & DINKESOS

3 wid 8§ bulan

14
1. Tonaga Trampll

2, Siap berusaha
mandi (peleku
UKM)

]

1. Berapekif gender dan
ansk

2. Empal

3 Menguasai maseish

4 Jujur dan sabar

5 Komunkatf

6. Mampu bekerja dalem
Bm

7. Bordadikasi terhadap
pekerjaan

8. Mematuhi kode otk &
momenuhl ketentuan
perundang-undangan
dan peraturan yang
beriaku lainnya,

DIKNAS,
DINKESOS
& DEPAG

L R R
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR - 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4 AGUSTUS 2008

MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN
KBG & KPA (KORBAN DATANG LANGSUNG)

KORBAN +/- PENGANTAR

¥ ¥
Sektap KPPA Instansi/Lembaga
I layanan
L
+ 3
Penangananr Emergency l
PULANG |
q

|

[ Konseling awal ]

|

Rujukan ke Instansi .
lembaga Layanan | o s

|

[ PULANG |

GUBERNUR JAWA TENGAH
wd
ALIMUFIZ
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LAMPIRAN Il

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4AGUSTUS 2008

MEKANISME RUJUKAN DARI KABUPATEN/KOTA

KORBAN DARI KAB/KOTA

Sektap KPPA

o

[ sominisTRAST |

i

r Konseling J

=

Rujukan ke Instansi <> Instansi/Lembaga

IembagalLaYana" layanan
PPT Kab / Kota
GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ

1015



LAMPIRAN IV LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008 NOMOR 106 TAHUN 2008
TANGGAL 4AGUSTUS 2008 TANGGAL 4AGUSTUS2008

MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN

KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI

PROVINSI JAWATENGAH

v 3
r ‘ | i PENDIDIKAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN
| SHELTE_R_J | RS | POLISI] ] LBH | LEMBAGA LAIN KESEHATAN EKONOMI
Y

s o — al : et
IPILAN

W l l s l WIRA USAHA

Keal

ksaraan KESETARAAN LIFE SKILLY
A KETERAMPILAN

NON . I . l
LITIGASH PENDAMPINGAN KEWIRAUSAAN
LITIGASI @ Il SERTIFIKAT I I BANTUAN

.| xasus . o YT
=T R I O i

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ
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